
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 1» TAHUN 2020 

TENTANG 

PENDELEGrASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZIh AN 

DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 aygit (4) Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan l ^ ^ P 

Kepala Daerah memberikan pendelegasian wewenang Perizinan 

dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 20jl7 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubkh 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 

perkembang£in peraturan perundang-undangari sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Wali Kota 

tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggsiraan Pelayanan 

Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penant im^ 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Ncgbra 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambat^an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undaing Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repriblik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubfihqn 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korufjsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); | 

3. Undang-Undtmg Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); j 

4. Undang-Undjmg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabbn 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repiublik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakljir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambjahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomjm 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembiaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan berusaba (Djmbaran N<;g^ra 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); j 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Peny elenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 5, Tambahan Lembaran Daeijab 

Nomor 191); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTAIIG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGAFJAAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEl^ALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kot^ ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalad Wali Kota dan Perangkat Daerabi sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan p(;merintah oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daergih dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal d^n 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. 

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian piuduk pelayanan 

melalui satu pintu. 

10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur seituan 

kerja perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk memberikan 

pertimbangan teknis perkdnan dan non perizinan. 
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11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan Peraturan IDaerah atau Peraturan lainnya yang merupakjan 

bukti legalitas, menyatakan sab atau diperbolehkannya seseorang atan 

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan Perundang-undangan. 

13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiska 

dan infbrmasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangari. 

14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan iierhadap waktu 

prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 

15. Penyekmggaran pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggardar 

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpa^r 

dalam satu pintu dan satu tempat. 

16. PendeLsgasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dar 

pertan} 5 g u n g j a w a b a n perizinan dan non perizinan, termasuk 

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, 

BAB I I 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

(1) Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam I ^ S P memp»akar 

kewenangan Wali Kota dan dilaksanakan dengan prinsip pendelegasjar 

wewenang. 

(2) Penyekmggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kiota Gorontak 

dilaksanakan oleh DPM-FTSP. 

(3) Untuk pelaksanaan PTSP lebih lanjut Wali Kota mendelegasikan wewtmang; 

perizinan dan nonperiziman yang menjadi urusan Pemerintah Daerab 

kepada. Kepala Dinas. 

(4) DPM-PTSP Kota Gorontalo selain menyelenggarakan fungsi Pelayanar 

perizinan dan nonperi2 ; inan juga melakukan fungsi penyelenggardari 

Penanaiman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas 

materinya mencakup hal- hal sebagai berikut: 
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a. memproses dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinari cian 

nonperizinan. 

b. menerima dan memvalidasi bahan permohonan perizinan dan 

nonperizinan. 

c. meioerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinlan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. mengkoordinir tim teknis. 

e. menginventarisir dan memelihara arsip dinamis dan statis perizinjan 

dan nonperizinan yang telah di delegasikan. 

f. menyusun materi Shmdar Operasional Prosedur, Standar pembayarar 

dan standar pelayanan minimal DPM-PTSP. 

g. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan perlengtiapan kerja y£(ng 

dibutuhkan. 

h. menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan. 

i . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah. 

j . menyelenggarakan jienatausahaan keuangan baik penerim^ari 

maupun pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan yqng 

berlaku. 

k. menangani pengaduan masyarakat. 

1. melaksanakan penilaian kinerja aparat dan indeks kepuaqar 

masyarakat dilingkungan DPM-PTSP Kota Gorontalo. 

(6) Khusus kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pads 

ayat (5) butir c, meliputi perizinan dan non perizinan yang di delegasikar 

oleh Wali Kota Gorontalo kepada Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Dalam melsiksanakan kewenangan sebagaimsma dimaksud dalam Pasal 2 Kepal 

Dinas berkewajiban untuk : 

a. mempe;rhatikan dan menetapkan prinsip pelayanan publik dcmgari 

berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasiona 

Prosedur (SOP). I 

b. menetsipkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari pemasukar 

permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesua 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

0. menetsipkan kelengkapan persyaratan dalam jDcrizinan dan 

nonperizinan. 
P E R A N G K A T 

D M ; R A H 
K A B A G 
H U K U M 

A S I 3TEN S E K D / 

A I 



- 6 -

d. menyampaikan tembusan. kepada instansi terkait atas perizinan yang telah 

dikeluarkan. 

Pasal 4 

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 hams memperhsitikan dan mempedomani seinua ketentupn 

pemndangan yang berlaku dsm berkoordinasi dengan intansi terkait. 

Pasal 5 

(1) Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan 

perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas. 

(2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dar: 

Peraturan Wali Kota ini. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah menempatkan Pegawai pada DPM-PTSF' Kota Gorontalo 

sesuai dengan kompetensdnya menumt bidang dan jenisnya masing-masing 

sebagai Tim Teknis. 

(2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkdit 

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis. 

(3) Perizinan diterbitkan DPM-PTSP Kota Gorontalo, setelah mendapal 

pertimbangan teknis dari T im Teknis/Perangkat Daerah terkait. 

(4) DPM-PrSP Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pqda 

Standar Operasional Prosedur. 

BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

(1) Kepala Dinas bertanggungjawab atas kewenangan yang telah di delegasikjan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 

(2) Pertan^^ngjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh 

Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontallo 

yang ditembuskan kepada Instansi terkait. 
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BAB V 

PEMBINAAN, F'ENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 8 

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Wali Kota. 

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tekhis 

perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh 

Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan. 

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terdaljap 

pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 11 

Pengawasan pelaksanaan Peiraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Inspekto^a 

Kota Gorontalo. 

BAB V I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Wali KotEi ini mulai berlaku maka : 

1. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimfiah 

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada IDinar 

Penaneiman Modal dan Pcdayanan Terpadu Satu Pintu. 

2. Peratu]:an Wali Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perut»ahjar 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpiah 

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada IDinas 

Penangiman Modal Dan F'elayanan Terpadu Satu Pintu. 

3. Peraturan Wali Kota Goirontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perutiahar 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimptahar 

Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada IDihas 

Penamiman Modal dan Pedayanan Terpadu Satu Pintu. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

ar 

Pasal 10 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

f 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal i J » l i 2020 

WALI KOTA GORONTALO, 

MARTEN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 6 J » l i 2020 

SEKRETARIS D A E ^ H KOTA GORONTALO, 

MADJID 

BERITA DAEiRAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .L* 11 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR I t TAHUN 2020 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 

GORONTALO 

NO. 

I . 

I I . 

I I I . 

L 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

Bidang Perdagangan 

Bidang Perindustrian 

± _ * A V . l C * . l J L g 

Umum dan Penataan 

Ruang 

LAYANAN PERIZINAN 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan. 

2. Surat Izin Usaha Toko Swalayan 
3. Surat Izin Usaha Pasar Rakyat, 
4. Surat Izin Pusat Perbelanjaan 
5. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol 
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol 
7. Surat Izin Usaha Toko Modern 
8. Surat Izin Penempatan 
9. Surat Izin Penggunaan Petak 

1. Surat Izin Usaha Industri 
2. Izin Perluasan Usaha Industri Menengah dan Kecil 
3. Surat Izin Usaha Kawasan Industri Mengengah dan kecil 
4. Izin Perluasan Kawasan Industri Menengah dan Kecil 

2. Izin Usaha J a s a Konstruksi ( lUJK) 
3. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 
4. Surat Izin Peil Banjir 
5. Surat Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah. 
6. Izin Rencana dan Pemanfaatan Rusun 
7. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Femanfaatan Rusun 

LAYANAN NON PERIZINAN 

1. Rekomendasi Balik Nama Los/Petak 
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 
3. Tanda Daftar Gudang 
4. Tanda Daftar Perusahaan 

1. Tanda Daftar Industri 
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8. Pengesalian Perlelaan 
9. Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer 
10. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n Pembeli 
11. Sertifikat Laik Fungsi 

IV. Bidang Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

V. Bidang Pendidikan: A. Pendidikan Formal: 

l . Iz in Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman kanak-

kanak Luar Biasa (TKLB) 

2. Izin Pendirian SD. 

3. Izin Pendirian SMP 

B. Pendidikan Non Formal : 

1. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) 

2. Izin Pendirian Taman Penitipsm Anak (TPA). 

3. Izin Pendirian Satuan PAUD sejenis/SPS (PAUD Berbasis 

Pendidikan Agama) 

C. Pendirian Informal : 

l . Iz in Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

2. Izin Taman Bacaan Masyarakat 

3. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

V I . Bidang Kesehatan 

1 

A. Sarana Layanan Medis : 

1. Izin Pendirian Rumah Sakit C 
2. Izin Pendirian Rumah Sakit D 
3. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 
4. Izin Pendirian Rumah Bersal in 
^ Jrri-n A A f * n r H r i k n n T C l i n i k Pratamfl 
6. Izin Mendirikan KHnik Utama 
7. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan 
8. Izin Operasional Rumah Sakit C 

J X C J X X X K J ^\~XCJaX\JXXCXX X-^XJXXXXJXX t~JXJXXJX. J J 

1. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro 
Obat Tradisional 

2. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah 
Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 

1 
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10. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta 
11. Izin Operasional Rumah Bersalin 
12. Izin Operasional Klinik Pratama 
13. Izin Operasional Klinik Utama 
14. Izin Operasional Klinik Kecantikan 
15. Izin Operasional Puskesmas 

B . Sarana Pelayanan Penunjang Medis : 
1. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 
2. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama 
3. Izin Apotik 
4. Izin Toko Obat 
5. Izin Toko Alat Kesehatan 
6. Izin Penyelenggaraan Optikal 

C. Tenaga Pelayanan Kesehatan : 
Tenaga Medis : 
1. Surat Iz in Praktek Dokter 
2. Surat Iz in Praktek Dokter Spesialis 
3. Surat Iz in Praktek Dokter Gigi 
4. Surat Iz in Praktik Apoteker 
5. Surat Iz in Praktik Bidan 
6. Surat Iz in Praktik Perawat 
7. Surat Iz in Kerja Apoteker 
8. Surat Iz in Praktek Tenaga Giz i 
9. Surat Iz in Ke i j a tenaga Teknis Kefarmasian 
10. Surat Iz in Kerja Radiografer 
11. Surat Iz in Kerja Fisioterapis 
12. Surat Iz in Kerja Refraksionis Optisien 
13. Surat Iz in Kerja Analisis Kesehatan 
14. Surat Iz in Praktik Ah l i Kesehatan Masyarakat 
15. Surat Iz in Praktik Elektromedis 
16. Surat Iz in Penyelenggaraan Praktik Bidan 
17. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional ( STPT ) 
18. Surat Iz in Pengobatan Tradisional. 
19. Surat Iz in Penyelenggaraan Optikal 
20. Surat Iz in Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer 

Altematif 
z i . ourai i zm is.cija ocuai raiCai an 
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VII 

VI I I . 

IX 

X.. 

XI . 

Bidang 

Hidi:n 

Lingkungan 

Bidang Perhubungan 

Bidang Tenaga Kerja 

Bidang Sosial 

Bidang Perikanan 

Kelautan dan 

Pertanian. 

Surat Iz in Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan 
23. Surat Iz in Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik 
24. Surat Iz in penyelenggaraan Optikal 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Izin Lingkungan 

Surat Iz in Pembuangan air Limbah 
Surat Iz in T P S L B 3 
Surat Iz in Pemanfaatan A i r Limbah ke Tanah 
Surat Iz in Penyimpanan Sementara Limbah B3 
Surat Iz in Pengiunpulan Limbah B 3 Skala Kota 
Surat Iz in Pengelolaan A i r Tanah 

1. Surat Iz in Kelayakan Kapal GT-7 kebawah 
2. Iz in Penyeienggaraan Usaha Angkutan Orang 
3. Iz in Penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan 
4. Iz in Usaha Angkutan Sungai dan Danau 
5. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas 

antar Propinsi 
6. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan 
7. Iz in Pelabuhan Umum 
8. Iz in Usaha Angkutan Laut 
9. Iz in Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 

1. Iz in Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 
2. Surat izin Ushan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 
3. Iz in Lembaga Pelatihan Kerja. 

1. Surat Iz in Usaha Perikanan (S lUP ) 
2. Iz in Pelaksanaan Reklamasi. 
3. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Neiayan Kec i l . 

1. 
2. 

3. 

Analisis Dampak Lingkungan 
Rekomendasi Upaya Pengelolaan 
Lingkungan ( U K L ) Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup ( U P L ) 
Surat Pemyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup (SPPL ) . 

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruas Jalan 
2. Rekomendasi Iz in Trayek 
3. Analisis Dampak La iu Lintas 

Rekomendasi Pengumpulan Uang atau 

Barang 

1. Surat keterangan alih Fungsi Lahan 
2. Rekomendasi B B M untuk alat Pertanian 
3. Rekomendasi B B M untuk Neiayan 

PERANGKAT KABAG SEKDA 
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X I I 

X I I I 

X IV 

XV. 
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